
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Mengingat

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2022 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021.

WALIKOTABANJARMASIN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021

TENTANG

PERATURANWALlKOTABANJARMASIN
NOMOR 1(.3TAHUN2022

WALIKOTABANJARMASIN
PROVINSIKALIMANTANSELATAN



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor4);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor245, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor4);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5340);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5533);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LembagaNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6057);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha MilikDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6173);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6178);



Menetapkan: PERATURANWALlKOTATENTANGPENJABARANPERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021.

MEMUTUSKAN:

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6385);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 888);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota 8anjarmasin
Tahun 2020 Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);

31. Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7);

32. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2022 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor).



Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDTahun Anggaran2021
tertuang dalam.Laporan RealisasiAPBDTahun Anggaran2021.

Pasal 2

PERTANGGUNGJAWABANAPBD

BAB II

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam.
periode tahun anggaran yang berkenaan.

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kemball,
baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam. periode tahun
anggaran yang berkenaan.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wall
Kota Banjarmasin.

4. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai un sur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

Dalam. Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

KETENTUANUMUM

BABI



(Rp 53.245.247.671,33)

Rp1.631.952.649.329,93

Rp 6.706.016.466,00

Rp 155.850.625.471,00

Rp 1.478.518.719,00

Rp 350.064.775.031,73

Rp 56.475.615.523,73

57.436.571.023,00

78.823.444.295,00

Jumlah Belanja

Surplus / Defisit

(Pendapatan -Belanja)

3. Belanja Tak Terduga

a) Belanja Tak Terduga

dan Bangunan

d) Belanja Jalan, lrigasi

dan Jaringan

e) Belanja Aset Tetap Lainnya

Jumlah

2. Belanja Modal

a) Belanja Tanah Rp

b) Belanja Peralatan dan Mesin Rp

c) Belanja Gedung

Rp 729.363.876.290,00

Rp 495.108.181.845,20

Rp 37.157.074.697,00
Rp 13.552.725.000,00

Rp1.275.181.857.832,20

Rp 67.827.766.868,00

Rp1.578.707.401.658,60

Rp 352.317.325.865,60

Rp1.158.562.308.925,00

b. Belanja

1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai

b) Belanja Barang

c) Belanja Hibah

d) Belanja Bantuan Sosial

Jumlah

2. Pendapatan Transfer

3. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah

Jumlah Pendapatan

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal2, terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Pendapatan AsHDaerah

Pasal 3



Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan WaHKota ini mulai berlaku, Peraturan Wali
Kota Banjarmasin Nomor 52 tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 14

KETENTUANPENUTUP

BABIV

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan WaliKota
mi.

Pasal 7

Pasal 6
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota
ini.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 di rinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan
RealisasiAnggaran.

Pasal 5

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal1 tercantum dalam Lampiran IPeraturan WaliKota ini.

Pasal 4

Rp198.180.124.765,17
SISA LEBIH/KURANGPEMBIAYAAN
ANGGARAN2021

Rp251.425.372.436,50

0.00Rp
Rp251.425.372.436,50

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

2. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto



BERITA DAERAH KOTABANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR ·IL]

,..
TARIS DAERAH KOTABANJARMASIN,

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal -' Agustus 2022

IBNU SINA
+

WALl KOTABANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal .) Agustus 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banjarmasin.


